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Air sebagal salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan
kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah,
termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sgjalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, PP 122/2015
tentang SPAM dan PP 54/2017 tentang BUMD, atas dasar hak penguasaan negara, memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengel ola dan menyelenggarakan sumber daya air dan air
minum di daerah melalui BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan/atau kerja sama
dengan badan usaha swasta dalam pengembangan penyelenggaraan SPAM. Metode penelitian yang
digunakan adalah bentuk penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menganalisis terlebih dahulu ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan air minum oleh
pemerintah daerah kemudian menganalisis pemberlakuan ketentuan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian
ini adalah penyelenggaraan air minum di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh PERUMDAM TKR selaku
badan usaha milik daerah dan beberapa badan usaha swasta. Pasca dibatalkannya UU 7/2004 tentang
Sumber Daya Air, penyelenggaraan air minum oleh badan usaha swasta hanya dapat dilakukan melalui kerja
samainvestasi dan pemberian izin penyelenggaraan air minum diprioritaskan untuk BUMD.

...... Water as one of the natural resources that is important for human life, so that access to the fulfillment of
water needs for the community is an obligation that must be fulfilled by the Regional Government, including
the fulfillment of drinking water needs in Tangerang Regency. Thisisin line with the mandate of Article 33
paragraph (3) UUD 1945, UU 23/2014 concerning Regional Government, UU 17/2019 concerning Water
Resources, PP 122/2015 concerning SPAM and PP 54/2017 concerning BUMD, on the basis of ownership
rights, the state authorizes district governments to manage water resources in district areas through the
establishment of BUMDs and/or cooperation with private business for the development of SPAM. The
research method used is aform of empirical juridical research, where the researcher first analyzesthe
provisions of the laws and regul ations regarding the management of water resources and the administration
of drinking water by the local government and then analyzes the implementation of these provisionsin the
community. The result of thisresearch is that the provision of drinking water in Tangerang Regency is
carried out by PERUMDAM TKR as aregiona-owned company and severa private companies. After the
cancellation of UU 7/2004 concerning Water Resources, the provision of drinking water by private business
can only be carried out through investment cooperation and the granting of a drinking water operation
permit is prioritized for BUMD.
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